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Peraturan Terkait
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(‘UUP”)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang
Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 69/PUU-XIII/2015 
tanggal 27 Oktober 2016 Mengenai Perjanjian Pisah Harta

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penunjukan Wali

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 
Tanggal 17 Februari 2012 Mengenai Anak Luar Kawin

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang  Kewarganegaraan



Definisi Perkawinan
Pasal 1 UUP:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 UUP:

1. Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



Perkawinan diluar Indonesia
Pasal 56 UUP

Sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang
berlaku dimana perkawinan itu
dilangsungkan.

2. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan
UUP.

3. Dalam waktu 1 tahun setelah suami
isteri itu kembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus
didaftarkan di kantor Pencatatan
Perkawinan tempat tinggal mereka.



Perkawinan Campur

Pasal 61 ayat (1) UUP

Perkawinan campuran dicatat 
oleh pegawai pencatat yang 

berwenang.

Pasal 57 UUP

Perkawinan campur ialah
perkawinan antara dua orang 

yang di Indonesia tunduk pada 
hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarganegaraan

salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.



KEWARGANEGARAAN SUAMI ISTRI WNI 
DALAM PERKAWINAN CAMPUR
(Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan)

WNI yang menikah dengan orang asing kehilangan
warga negaranya jika menurut hukum negara 
pasangannya, kewarganegaraannya mengikuti
pasangannya tersebut karena perkawinan, kecuali
mengajukan surat pernyataan tetap WNI.



KEWARGANEGARAAN ANAK PERKAWINAN CAMPUR 
PASAL 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

Paling lambat 3 (tiga) tahun 
setelah anak berusia 18 (delapan 
belas) tahun atau sudah kawin
harus sudah memilih
kewarganegaraan.

Bisa berkewarganegaraan 
ganda sampai usia 18 tahun

atau menikah.



Anak Luar Kawin
Anak luar kawin adalah anak
yang dilahirkan bukan dari
perkawinan yang sah (Pasal
272 KUHPerdata)

Anak Angkat
Anak angkat adalah anak
yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali
yang sah, atau orang lain
berdasarkan putusan atau
penetapan Pengadilan
(Pasal 1 angka 9 UU No. 35
Tahun 2014).

Anak Sah
Anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan
yang sah (Pasal 42 UU
Perkawinan No. 1 tahun
1974).

Anak Zina
Anak Zina adalah anak-anak yang
dilahirkan dari hubungan luar
nikah antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan di mana
salah satu atau kedua duanya
terikat perkawinan dengan orang
lain (Pasal 272 KUHPerdata)

Anak Asuh
Anak Asuh adalah anak yang
diasuh oleh seseorang/lembaga
untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan
pendidikan dan kesehatan,
karena orang tuanya atau salah
satu orang tuanya tidak mampu
menjamin tumbuh kembang anak
secara wajar (Pasal 1 angka 10
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak).

MACAM-MACAM ANAK



Anak yang 
dilahirkan di luar
perkawinan
hanya
mempunyai
hubungan
perdata dengan
ibunya dan 
keluarga ibunya. 

Pasal 43 ayat 1 UUP Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2010

ANAK LUAR KAWIN



UU No. 35 Tahun 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Staatsblaad 1917 No. 129 Pasal 12

ANAK ANGKAT



Akibat Hukum Anak Zina
Pasal 867 KUHPerdata
Anak zina tidak mendapat
waris, hanya mendapat nafkah
seperlunya kepada mereka.



PUTUSAN MA No. 3113K/Pdt/1999 Tanggal 30 Agustus
2001.
Seorang anak asuh yang diasuh sejak kecil sampai remaja dan ikut membantu dalam
usaha orang tua asuh, dan orang tua asuh tidak memiliki maksud untuk mengangkat
anak asuh tersebut sebagai anak angkatnya, maka menurut Putusan MA anak asuh
tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Akibat Hukum Anak Asuh



Harta Perolehan
Warisan dan 

Hibah

Harta bersamaTanggal 
pernikahan

Harta bawaan

Tanggal 
Pernikahan



Perjanjian Pisah Harta Sebelum Menikah

• Dibuat sebelum perkawinan 
dilangsungkan

• Dibuat dihadapan Notaris

• Disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan



Perjanjian Kawin Sebelum Menikah



Perjanjian Kawin Setelah Menikah 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015







Golongan Ahli Waris

GOL 1 GOL 2



Golongan Ahli Waris

GOL 3 GOL 4



Golongan Ahli Waris

GOL 1 Jika Tidak Pisah
Harta:

1. Istri: 50% + 25%

2. Anak: 25%

Jika Pisah Harta:

1. Istri   : 50%

2. Anak : 50%



Pasal 111 ayat 1 c point 4
Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.
3/1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun
1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (sebagaimana telah
dirubah beberapa kali)

SURAT KETERANGAN WARIS 
Bagi warganegara Indonesia asli



SURAT KETERANGAN WARIS 
Bagi keturunan Tionghoa



PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT
LINGKUNGAN PERADILAN. BUKU II EDISI
2007



WASIAT



Legitimate Portie

Pasal 914 KUHPerdata:

1) Jika anak satu 1/2 dari harta peninggalan
yang sedianya diterima oleh anak itu pada
pewarisan karena kematian;

2) Jika anak dua masing-masing 2/3 dari
bagiannya yang sedianya diterima oleh
anak itu pada pewarisan karena kematian;

3) Jika anak tiga masing-masing 3/4 dari
bagiannya yang sedianya diterima oleh
anak itu pada pewarisan karena kematian;

4) Untuk orang tua selamanya setengah dari
bagiannya sebagai ahli waris; dan

5) Untuk anak luar kawin yang telah diakui
1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris.





Mengatur perwalian atas anak yang masih
dibawah umur dalam wasiat yang dibuatnya.



Pasal 51 UU No. 1 tahun 1974:
1.Wali dapat ditunjuk oleh satu

orang tua yang menjalankan
kekuasaan orang tua,
sebelum ia meninggal,
dengan surat wasiat atau
dengan lisan di hadapan 2
(dua) orang saksi.

2.Wali sedapat-dapatnya
diambil dari keluarga anak
tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa, berpikiran
sehat, adil, jujur dan
berkelakuan baik.





TIPS MEMBUAT WASIAT



Menegaskan dalam wasiat tersebut hukum waris mana yang dipilh 
untuk pembagian warisan.



Menyesuaikan klausula dalam konsep dasar wasiat yang
digunakan oleh Notaris dengan fakta atau keadaan yang kita
miliki.



Menunjuk pelaksana wasiat secara tidak tepat.



Menyimpan wasiat secara tepat.



TECHNOLOGY BASED WILL
Pasal 874 KUHPerdata : 

Segala harta peninggalan seseorang yang
meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian
ahli warisnya menurut undang-undang,
sekedar terhadap itu dengan Surat
Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu
ketetapan yang sah.

Pasal 875 KUHPerdata

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau
Testamen ialah suatu akta yang memuat
pernyataan seseorang tanpa apa yang
dikehendakinya, akan terjadi setelah ia
meninggal dunia, dan yang olehnya dapat
dicabut kembali.



Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Pasal 5 
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.





Jawa 
• Parental

Batak
• Patrilineal

Padang
• Matrilineal

WARIS ADAT





Waris Islam

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris adalah orang-orang yang berhubungan darah atau
perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam.

Ahli waris ada dua macam:

Dzawil Furudh: ahli waris yang menerima bagian yang telah
ditentukan besar kecilnya dalam Al Quran

Ashobah: ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan yang artinya dia
bisa mengambil seluruh bagian jika tidak ada Dzawil Furudh atau
mendapat sisa bagian dari harta peninggalan setelah diambil Dzawil
Furudh

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah setengah harta
bersama setelah dikurangi biaya dan hutang dan wasiat (jika ada)

Tidak boleh menolak waris

Hibah dan wasiat dibatasi hanya maksimum 1/3 dari harta warisan



UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

Penjelasan Umum UU Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989





Dungu

Boros

Gila
Mata 
gelap

Telah
dewasa

Pasal 330 KUHPerdata

Belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur
genap 21 tahun, dan tidak lebih
dahulu telah kawin.

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 : Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan

Siapa?
Pasal 433 

KUHPerdata

Pengampu

Pasal 451 KUHPerdata

Kecuali jika ada
alasan-alasan

penting, suami atau 
istri jadi pengampu 

untuk suami atau istri

Pasal 434 
KUHPerdata

Setiap keluarga 
sedarah garis lurus, 
dan samping sampai 

dengan derajat ke 
empat

PENGAMPUAN



Pasal 446 KUHPerdata

Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau
penetapan diucapkan.

Pasal 443 KUHPerdata

Jika dimohonkan banding, maka Hakim banding, sekiranya
ada alasan untuk itu, akan sekali lagi mendengar atau
memerintahkan supaya didengar si yang pengampuannya
diminta.

Proses
Pasal 436 KUHPerdata

Semua permintaan akan pengampuan, harus dimajukan
kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya
orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam.

Orang yang diminta pengampuan harus didengar
pandangannya dan juga keterangan dari keluarga sedarah
(jika perlu) (Pasal 439)

Waktu pelaksanaan

Pasal 459 KUHPerdata

Tiada seorangpun, kecuali suami-istri dan
para keluarga sedarah dalam garis ke atas
atau ke bawah, berwajib memangku suatu
pengampuan lebih dari delapan tahun
lamanya; setelah lampau waktu itu, boleh
pengampu menuntut pembebasannya,
tuntutan mana harus dikabulkan.

PENGAMPUAN(lanjutan)



Proses

Permohonan-> Pengadilan 
Agama(Muslim), Pengadilan 
Negeri (Non Muslim)  atau; 

Wasiat (Pasal 8 PP No. 29
Tahun 2019 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Penunjukan
Wali)

Bersamaan dengan
pencabutan kekuasaan

orang tua

PERWALIAN
PP No. 29 Tahun 2019

Alasan
Pasal 3 ayat 1

Orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak
dapat melaksanakan kewajiban

Siapa yang 
jadi wali

berdasarkan
prioritas

1. Keluarga anak garis lurus sampai sampai derajat 3
2. Saudara garis menyamping sampai dengan derajat 3 baik

dari pihak perempuan atau laki-laki
3. Orang lain/badan hukum

Dilakukan melalui
penetapan Pengadilan



PERWALIAN (lanjutan)

Syarat wali

Berakhirnya

• WNI dan berdomisili di Indonesia
• Mampu secara ekonomi
• Berumur paling rendah 30 tahun untuk

no 1 dan 3 dan umur 21 tahun untuk no 
2

• Dan umur 21 tahun untuk no 2
• Beragama sama dengan agama yang 

dianut anak
• Mendapat persetujuan tertulis dari

suami/istri bagi yang sudah menikah

• Pasal 16 

• Anak telah berusia 18 tahun
• Anak meninggal dunia
• Wali meninggal dunia, atau
• Wali yang badan hukumnya bubar

atau pailit (dengan putusan
pengadilan)

• Pasal 17

• Wali dicabut berdasarkan penetapan
atau putusan pengadilan.



• PERENCANAAN WARISAN • PENYIMPANAN WASIAT • PELAKSANA WASIAT
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